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PERATURAI.I GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2OO9

TENTAhIG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PE|VBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAT'J RAHMAT.TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PRCVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keruarga Berencana;

1. undang-undang Nomor B Tahun 1gr4 tentang pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999;

2. undang-Undang Nomor 10 Tahun 1gg2 tentang perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perrindungan Anak;

4. undang-undang Nomor 1T Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 T'ahun 2004 tentang perbendaharaan Negara;

6' Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab pengelolaan Keuangin Negara;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali rJiubah terakhlr bengan Undang-tJnclang
Nomor 12 Tahun 2008:



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan
Pembangunan Keluarga Sejahtera;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan
Perkembangan Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahuln 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

Peiaturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang NegaraiDaerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYMN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN. DAN
KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini.yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

12.

13.

10.

11.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

22.

23.



2.

3.

4.

5.

6.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Sekretariat Daerah adalan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Asisten Keseja hte raan Masya rakat ada lah Asisten Keseja hteraa n Masyara kat
Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

7 - Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

Bupati adalah Bupati Kabupaten Aclministrasi Kepulauan Seribu provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan, dan Keluarga Berencana
disingkat BPMP dan KB adalah Badan pemberdayaan Maiyarakat dan
Perempuan, dan Keluarga Berencana provlnsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Kepala Badan adalah Kepala BPMP dan KB Provinsi Daerah Khusus tbukota
Jakarta.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan Kota Administrasi yang
selanjutnya disebut Kantor pMp Kota Administrasi adalah Kintor
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi di Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi yang selanjutnya disebut
Kantor KB Kota Administrasi adalah Kantor Keluarga Berentana Kota
Administrasi di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kantor pMp dan KB
Kabupaten Administrasi adalah Kantor pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan, dan Keluarga Berencana provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta.

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pMp pada Kota Administrasi, Kepala
Kantor KB pada Kota Administrasi, dan Kepala Kantor pMp dan KB pada
Kabupaten Administrasi.

Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

camat adalah camat di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.



19. Pengendali Program Lapangan Keluarga Berencana Kecamatan yang
selanjutnya disebut PPLKB Kecamatan adalah Pengendali Progranr
Lapangan Keluarga Berencana pada Kecamatan Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.

20. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

21. Penyuluh Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat PKB adalah
Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksarra teknis
fungsional program pemberdayaan masyarakat dan perempuan, dan
keluarga berencana yang ditempatkan di Kelurahan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1) BPMP dan KB merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan,
perlindungan anak, dan keluarga berencana.

(2) BPMP dan KB dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubemur melalui Sekretaris Daerah.

(3) BPMP dan KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan
oleh Asisten Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 3

(1) BPMP dan KB mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan
pengembangan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BpMp
dan KB mempunyaifungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan Rerrcana Kerja dan Anggaran (RKA)
BPMP dan KB;

b. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;

c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana;

d. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembangan keluarga
berencana;

e. penyuluhan, sosialisasi dan internalisasi norma keluarga berencana dan
sejahtera;

f. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi permasalahan
dan potensi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan
anak dan [<eluarga berencana;

g. penyelenggaraan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan
masyarakat Kelurahan;

h. fasilitasi pengembangan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna;

i. pemberian dukungan tcknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;



penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja;
pengdlolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan BPMP
dan KB; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan organisasi BPMP dan KB, sebagai berikut :

Kepala Badan;
Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;
2. Subbagian Kepegawaian;
3 Subbagian Program dan Anggaran; dan
4. Subbagian Keuangan.
Bidang Bina Kemasyarakatan, terdiri dari :

\ Subbidang Pemberdayaan Sikap Perilaku Masyarakat;
? Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat; dan
3. Subbidang Partisipasi Masyarakat.
Bidang.Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :

1. Subbidang Pemberdayaan Peranan Perempuair;
?. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
3. Subbidang Kelembagaan Perempuan dan Anak.
Bidang Teknologi Tepat Guna, terdiii dari :

1. Subbidang Pengembangan;
2. Subbidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan; dan
3. Subbidang ldentifikasi, Analisis, dan Penyajian Data.
Bidang Kesehatan Reproduksi, terdiri dari : -

1. Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana;
?. Subbidang Peningkatan Partisipasi Pria; dan
3. Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi.
Bioang Keluarga Sejahtera, terdiri darl :

1. Subbidang Advokasi dan Edukasi;
?. Subbidang Pendampingan Keluarga: dan
3. Subbidang Kesejahteraan Akseptor.
Kantor PMP Kota Administrasi;
Kantor KB Kota Administrasi;
Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi; dan
Unit Pelaksana Teknis
Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Qa.gan,susunan organisasi BPMP dan KB adalah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturbn Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas :

a. memimpin . pelaksanaan tugas dan fungsi BpMp dan KB sebagaimana
dimaksud ddlam Pasal 3;

j.

k.

t.

ct.
b.

d.

e.

t.

g.

h.
i.

i.
k.
t.



b.

d.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan
Kantor Kota/Kabupaten Administrasi;
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi
pemerintah/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi
BPMP dan KB:dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
BPMP dan KB.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat merupakan Unit Kerja staf BPMP dan KB.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan di
bawah dan bedanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

(1) Sekretariat nrelaksanakan tugas administrasi BpMp dan KB.

(2) Untuk melaksanakan ,tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat mempunyai fungsi :

(1)

(2)

a.

b.

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Arrggaran (DpA) dan rencana
strategi Sekretariat;

c. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) BpMp dan KB;

d. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
BPMP dan KB;

9. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang BpMp dan KB;f. pelaksanaan kerumahtanggaan BPMP dan KB; 
-

g. pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan BpMp dan KB;
h. pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja BpMp dan

KB;
i. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) BpMp dan KB oleh Unit Kerja
Badan;

j. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
Ketuarga Derencana;

k pengoordinasian penyusunan rencana strategi Badan;l. pemungutan, pencatatan, penyetoran, pelaporan penerimaan retribusi
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana;

m. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang berkaitan dengan tugal dan fungsiSekretariat; -

n. menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi Sekretariat; dan

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat.



Pasal B

(1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan
administrasi umum BPMP dan KB.

(2) Subbagian Umum dipirnpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan.

(3) Subbagian Unrum mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokurnen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup trlgasnya;

c. melaksanakan kegiatan surat-menyurat dan kearsipan antara lain
meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel,
pendistribusian dan pengiriman surat serta penyimpanan, penelusuran
dan pemeliharaan arsip;

d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor badan;

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana kerja seperti bangunan gedung dan inventaris kantor badan'f. melaksanakan kegiatan'proseJpemblngunan bangunan gedung kantor
bada n, pen gadaan perlengkapan/peralatan/i nventa ris ka nto r;

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapaUpertemuan BpMp dan KB,
h. melaksanakan pengaturan acara BPMP dan KB;
i. menghimpun bahan, menganalisis dan mengajukan kebutuhan

perlengkapan/peralatan/inventaris kerja BpMp dan KB;j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/
inventaris;

k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
l. menyampaikan pencatatan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian

dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
m. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan

pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang terkait dengan tugas Subbagian Umum;

n. menyiapkan bahan laporan sekretariat yang terkait dengan tugas
Subbagian Umum; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Umum.

Pasal 9

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian

Satuan Kerja Sekretariat dalam
BPMP dan KB.

(2) subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepara subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 

-

(3) Subbagian Kepegawaian mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekretariat sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai
dengan lingkup tugasnya;



c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;

d. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan,
mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai;

e. melaksanakan monitoring, pembinaan,
kinerja dan disiplin pegawai;

pengendalian dan pelapc-rran

kenaikanf. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan,
pangkat, cuti dan pensiun pegawai;

J,

menyiapkan dan menproses administrasi pengangkatan, pemindahan
dan pemberhentian pegawai dalam dan darijabatanl
menghiinpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi
dan dokumen kepegawaian termasuk Daftar penilaian pelaksanaan
Pekerjaan dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai;
mengoordinasikan-penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Sekretariat;
menyiapl<an bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungin anak
d,"n keluarga berencana yang terkait dengan tugas s"ubbagian
Kepegawaian;

k. lenyiapkan- bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan tugas
Subbagian Kepegawaian; danl. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Kepegawaian.

Pasal 10

(1) Su.bbagia.n,Program dan Anggaran menrpakan Satuan Kerja Sekretariat
dalam pelaksanaan tugas progiam dan anggaran BpMp oan (g.

(2) Subbagian Program dan Anggaran clipimpin oleh seorang Kepala Subbagian
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada slkreiaris Badan.

(3) Subbagian Program dan Anggaran mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) sekretarla-t sesirai 6engan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

q. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis BpMp dan KB;d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Rerja dan Anggaran
(Rl(A) dan Dokumen peraksanaanAnggaran (DpA) BpMp dan KB; 

s'i

e. melaksanakan. monitoring, pengendalian'dan' evaluasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran lonn; BpMp dan KB oteh unit Kerja
Badan;

f. menerima,, meneliti/menguji kerengkapan dan memproses pengajuan
penerbita n/pencetaka n S urat perintah iv,lembayar (S pM);

g. memberikan- bimbingan dqn konsultasi teknis penyusunan Rencana
t!"lq dan Anggaran _ (RKA) dan Dokumen pbratianaan Anggaran
(DPA) terhadap Unit Kerja BpMp dan KB;

h. mengimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas BPMp dan KB;i. mengoordinasikan .penyusunan Rencqla Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Sekretariat;j. mengoordilq.g.ika.n-penyusunan-laporan ((euangan, kinerja, kegiatan
dan akunta bilitas) Sekretariat;

k. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang terkait dengan pelaksanaan
. tugas Subbagian program dan Anggarah; dlnl. melaporkan datr mem[ertanggungji*abkan pelaksanaan tugas Subbagian

Program dan Anggaran.

g.

h.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 11

Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan BPMP dan KB.

Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan. 

-

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Ang_garan (DPA) sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) 'seliretaiiat

sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan BpMp dan KB;
menerima dan meneliti/menguji kelengkapan serta memproses Surat
Perintah Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
menerima dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan
pembayaran belanja BPMP dan KB;
menghimpyn dan menyusun bahan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan BPMP dan KB;
menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi
anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) BpMp dan KB;
melaksanakan analisis nilai dan manfaat aset BpMp dan KB;
mencatat, membukukan dan mengakuntansikan aset BpMp dan KB;
menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan
penerimaan retribusi BPMP dan KB;
memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan
keuangan. (realisasi anggaran, neraca dan citatdn atas laporan
keuangan) terhadap Unit Kerja BPMP dan KB;
memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan bahan
pertan_ggungjawaban pengelolaan keuangan terhadap Unit Kerja BpMp
dan KB;
memberikan bimbingan, konsultasi teknis dan koordinasi kepada
Bendahara:
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas subbagian K6uangan;
le.nyiapkan bahan laporan sekretariat yang terkait -dengan 

tugas
Subbagian Keuangan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas subbagian
Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Bina Kemasyarakatan

Pasal 12

Bidang Bina Kemasyarakatan merupakan unlt Kerja lini BpMp dan KB
dalam pembinaan kemasyarakatan.

Bidang Bina Kemasyarakatan dipimpin oreh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepJda Kepala Bada"n.

Pasal 13

(1) Q,.dtng Bina Kemasyarakalan mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan
sikap perilaku dan kelembagaan masyara[at serta peningkaian partisipasi
masyarakat.

c.
d.

e.

t.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Bina Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Kemasyarakatan;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina
Kemasyarakatan;

c. penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sikap
perilaku dan kelembagaan serta pengembangan partisipasi masyarakat;

d. pelaksanaan kegiatan dan upaya pemberdayaan sikap perilaku,
kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

e. pelaksanaan fasilitasi pengelolaan pemberdayaan sikap perilaku,
kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;

f. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi, koordinasi dan evaluasi pemberdayaan sikap periraku,
kelembagaan serta pengembangan partisipasi masyarakat;

g. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang Bina
Kemasyarakatan;

h. menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Bina Kemasyarakatan; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban peraksanaan tugas dan fungsi
Bidang Bina Kemasyarakatan.

Pasal 14

(1) Subbidang Pemberdayaan Sikap Perilaku Masyarakat merupakan Satuan
Kgrja Bidang Bina Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan
sikap perilaku masyarakat.

(2) subbidang Pemberdayaan sikap Perilaku Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala- subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Kemasyarakatan.

(3) subbidang Pemberdayaan sikap Perilaku Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biclang Bina Kemasyaral<atan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksarlaan Anggaran (DpA) Bidang Bina
Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan sikap
perilaku masyarakat;

d. melaksanakan kegiatan dan upaya pemberdayaan sikap perilaku
masyarakat;

e. melaksanakan fasilitasi pengelolaan pemberdayaan sikap perilaku
masyarakat;

f. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi, koordinasi dan evaluasi pemberdayaan sikap perilaku
masyarakat;

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengenai pemberdayaan
sikap perilaku masyarakat;

h. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pemberdayaan sikap perilaku
masyarakat;

i. menghimpun, mengo.lah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pemberdayaan slkap
perilaku masyarakat;



It' menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas Subbidang
Pemberdayaan Sikap Perilaku Masyarakat;
menyiapkan bahan laporan Bidang Bina Kemasyarakatan yang terkait
dengan tugas Subbidang Pemberdayaan Sikap Perilaku Masyarakat;

k.

dan
l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang

Pemberdayaan S ikap Perilaku Masyarakat.

Pasal 15

(1) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat merupakan Satuan
Kerja Bidang Bina Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberdayaan
kelembagaan masyarakat.

(2) Subbidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Kemasyarakatan.

(3) subbidang Pemberdayaan Kelembagaan tvlasyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Kemasyarakatan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Bina
Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan !<ebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan
kelembagaan masyarakat;

d. melaksanakan kegiatan dan upaya pemberdayaan kelembagaan
masyarakat;

e. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan masyarakat;f, melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, 
-supervisij 

fasilitasi dan
konsultasi, koordinasi dan evaruasi pemberdayaan kelembagaan
masyarakat;

g. menghimpun, mengolah, rnemelihara, menyajikan, mengembangkan dan
memanfaatkan data dan informasi mengenai pemberdayaan kelel'nbagaan
masyarakat;

h. melaksanakan pengembangan pemberdayaan kelembagaan masyarakat;i. menyiapkan. bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungin anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas sunoioang
Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat;j' menyiapkan bahan laporan Bidang Bina Kemasyarakatan yang terkait
dengan tugas subbidang Pemberdayaan Kerembagaan Masyarakat;
dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 16

(1) S-ubbidang Partisipasi Masyarakat merupakan Satuan Kerja Bidang Bina
Kemasya rakatan dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat.

(2) subbidang Pemberdaydan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh
seorang Kepala_subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Bina Kemasyarakatan.



(3) Subbidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Kemasyarakatan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina
Kemasyarakatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Bina Kemasyarakatan;

d. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan partisipasi
masyarakat;

e. melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan partisipasi masyarakat;f. melaksanakan fasilitasi pengembangan partisipasi masyarakat;
g. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan

konsultasi, koord inasi dan evaluasi pengembangan partisipasi masyarakat;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mbngenai

pengembangan partisipasi masyarakat;
i. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan

dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pengembangan
partisipasi masyarakat;

j. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidang Bina Kemasyarakatan;

k. menyiapkan bahan perunrusan kebijakan teknis penyerenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
lun keluarga berencana yang terkeit dengan tugas subbidang
Par tisipasi Masyarakat;

l. menyiapkan bahan laporan Bidang Bina Kemasyarakatan yang terkait
dengan tugas Subbidang Partisipasi Masyarakat; dan

m. melaporkan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Partisipasi Masyarakat.

Bagian Kelima

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak

Pasal 17

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Unit
Kerja lini BPMP dan KB dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dipimpin oleh
seorang l(epala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perrindungan Anak mempunyai
tugas melaksanakan peningkatan pernberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyaifungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bicrang pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak;

(1)

(2)

(1)

(2)



b.

d.

e.

f.

pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
perryusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan
pemberdayaan/perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
pelaksanaan fasilitasi pemberdayaar/perlindungan perempuan, perlindungan
anak dan pemberdayaan kelembagaan perempuan;
pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi dan evaluasi pemberdayaan/perlindungan perempuan dan
perlindungan anak,
penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

g.

h.

Pasal 19

(1) Subbidang Pemberdayaan Peranan Perempuan merupakan Satuan Kerja
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak daram
pelaksanaan pemberdayaan peranan perempuan.

(2) s-ubbidang .Pemberdayaan Peranan Perempuan dipimpin oleh seorang
Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadl
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

(3) Subbidang Pemberdayaan Peranan Perempuan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Angg-aran (DpA) Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan- Anak sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan
pemberdayaan perempuan;

d. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan;
e. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan

konsultasi dan evaluasi pemberdayaan perempuan;
t. melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan rencana aksi

pemberdayaan perempuan;
g. menghimpun, mengolah, memelihara, rnenyajikan, mengembangkan dan

memanfaatkan data dan informasi mengenai pengembangan
pemberdayaan masyarakat;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;i. menyiapkan bahan laporan Bidang Pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak yang terkait dengan tugas Subbidang Pemberdayaan
Peranan Perempuan; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pemberdayaan Peranan Perempuan.

Pasal 20

(1) Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak merupakan Satuan Kerja
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perrinduhgan Anak dalain
pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak.



(2) Subbidangl Perlindungan Perempuan dan A;rak dipimpin oleh seorang
Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(3) Subbidang Frerlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pembei"dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. merrgoordinasikan penyusunan Rencana Kerja
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Perempuan dan Perlindungan Anak;

d. menyusun bahan kebijakan teknis
perlindungan perempuan dan anak;

e. melaksanakan kegiatan dan upaya
perempuan dan anak;

f . melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi,
koordinasi, konsultasi dan evaluasi kegiatan perlindungan perempuan
dan anak;

g. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai perrindungan
perempuan dan anak;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan
Anak;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyerenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terKait dengan tugas Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Pedindungan Anak;

i. menyiapkan bahan laporan Bidang pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak yang terkait dengan tugas subbidang peilindungan
Perempuan dan Anak; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peraksanaan tugas
Subbidang Perlindungan Perempuan dan,Anak.

Pasal 21

Subbidang Kelembagaan Perempuan dan Anak merupakan satuan Kerja
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak dalam
pelaksanaan kelembagaan perempuan dan anak.

subbidang Kelembagaan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang
Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

Subbidang Kelembagaan Perempuan dan Anak mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang pemberdayaan perempuan dan
Pedindungan Anak sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemberdayaan
kelembagaan perempuan dan anak;

dan Anggaran (RKA)
Bidang Pemberdayaan

pelaksanaan pengembangan

pengembangan perlindungan

(1)

(2)

(3)



melaksanakan kegiatan dan upaya pemberdayaan kelembagaan
perempuan dan anakl
melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi, koordinasi,
konsultasi dan evaluasi kegiatan kelembagaan perempuan dan anak;
menghimpun, mengolah, memelihara, rnenyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai kegiatan kelembagaan
perempuan dan anak;

g. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengenai pembinaan
dan penguatan kelembagaan, peningkatan kompetensi perempuan dan
kesejahteraan anak;

j.

menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pemberdayaan
kegiatan kelembagaan perempuan dan anak;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan. anakdan keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
menyiapkan bahan laporan Bidang pemberdayaan perempuan dan
Perlindungan Anak yang terkait dengan tugas subbidang Kelembagaan
Perempuan dan Anak; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kelembagaan Perempuan dan Anak.

Bagian Keenam

Bidang Teknologi Tepat Guna

Pasal 22

(1) Bidang Teknologi repat Guna merupakan Unit Kerja lini BpMp dan KB
dalam bidang pengembangan pemasyarakatan dan femanfaatan teknologi
tepat guna serta pengelolaan data dan informasi.

(2) Bidang Teknologi repat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggunE jawab kepada Kepala Bada"n.

Pasal 23

(1) Bidang Teknologi repat Guna mempunyai tugas melaksanakan
pengembangan, pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
serta melakukan pendataan sasaran program, mengolah, menganalisa dan
menyajikan data dan informasi program pemberdiyaan maJyarakat dan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Teknologi Tepat Guna mempunyaifungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Teknorogi repat Guna;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran IORR) Bidang Teknologi
Tepat Guna;

c. penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengembangan,
pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

d. penyusunan pedomar/petunjuk teknis/petunlr* peiatsinaan pengem bangan,
pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan teknologi teplt guna;

d.

e.

f.

h.

t.

k.



f. pelaksanaan pemasyarakatan dair pemanfaatan teknologi tepat guna;
g. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi, koordinasi,

konsultasi dan evaluasi pengembangan pemasyarakatan dan
pemanfaatan teknologi tepat guna;

h. penghimpunan, pengolahan, perreliharaan, penyajian, pengembangan,
pemasyarakatan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana;

i. pengelolaan perpustakaan;
j. pengelolaan sistim informasi manajemen pemberdayaan masyarakat

dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
k. penyusunan bahan kebijakan teknis penyerenggaraan urusan

pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang
Teknologi Tepat Guna;

l. menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas
Bidang TeknologiTepat Guna; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
Bidang Teknologi Tepat Guna.

dan fungsi

dan fungsi

Pasal 24

(1) subbidang Pengembangan merupakan satuan Kerja Bidang Teknologi
, Tepat Guna dalam pengelolaan pengenrbangan.

(2) Subbidang Pengembangan dipimpin oreh seorang Kepala Subbidang yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang re[noto{i
Tepat Guna.

(3) Subbidang Pengembangan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Teknologi repat Guna sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen pelak.sanaan Anggaran (DpA) Bidang
Teknologi Tepat Guna sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Teknologi repai
Guna;

d' melaksanakan kerja sama pengkajian, penelitian dan uji coba terhadap
teknologi yang dapat dikembangkan menjadi teknologi tepat guna;

e. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi,
koordinasi, konsultasi dan evaluasi pengembangan teknologi tepat
guna;

f. melaksanakan fasilitasi kegiatan dan upaya penemuan teknologi tepat
guna;

g. menghimpun, mengoiah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan infornrasi mengenai pengembangan
teknologi tepat guna;
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidang Teknologi Tepat Guna;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
9"n keluarga bererrcana yang terkait dengan tugas siubioang
Pengembangan;

j. menyiapkan bahan laporan Bidang Teknologi repat Guna yang terkait
dengan tugas Subbidang pengembangan; dan

h.

i.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pengembangan.

Pasal 25

subbidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatan merupakan satuan Kerja
Bidang Teknologi repat Guna dalam pelaksanaan pemasyarakatan ddn
pemanfaatan.

subbidang. ,Pemasyarakatan dan Pemanfaatan dipimpin oleh seorang
Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna.

subbidang Pemasyarakatan dan Pemanfaatarr mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Teknologi'Tepat Guna sesuai
dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Teknologi
Tepat Guna sesuai dengan lingkup tugasriya;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pemasyarakatan clan
pemanfaatan teknologi tepat guna ;

d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjr"rk pelaksanaan pemasyarakatan
dan pemanfaatan teknclogi tepat guna;

e. melaksanakan pembinaan pemasyarakatan dan pemanfaatan teknologi
tepat guna;

f. melaksanakan monitoring, informasi/promosi bimbingan teknis,
supervisi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan evaluasi periasyarakatan
dan pemanfaatan teknologi tepat guna;

g. melaksanakan fasjlitasi kegiatan dan upaya pemasyarakatan dan
pemanfaatan teknologi tepat guna;

h. menghilnpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan dan
memanfaatkan data dan informasi mengenai pemisyaraka-tan dan
pemanfaatan teknologi tepat guna;

i. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungin anakdan keluarga berencana -yang terkait dehgan tugas s"uuuioang
Pemasyarakatan dan Pemanfaatan;j. menyiapkan bahan laporan Bidang Teknologi repat Guna yang terkait

. dengan tugas subbidang Pemasyaiakatan Dan pemanfaatary da"n
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbidang Pemasyarakatan dan pemahfaatan.

Pasal 26

subbidang ldentifikasi, Analisis dan penyajian Data merupakan satuan
Kerja 

. 
Bidang Teknologi Tepat Guna dalam pelaksanaan identifikasi,

pengolahan dan penyajian data.

Subbidang ldentifikasi, Analisis dan penyajian Data dipimpin oleh seorang
Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadi
Kepala Bidang Teknologi Tepat Guna.

(3) subbidang ldentifikasi, Analisis dan penyajian Data mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Teknologi'Tepat Guna sesuai
dengan lingkup tugasnya;



h

AU.

A

melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Teknologi Tepat Guna sesuai dengan lingkup tugasnya;
menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan identifikasi, analisis dan
penyajian data pemberdayaan masyarakat dan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana;
menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan identifikasi,
analisis dan penyajian data pemberdayaan masyarakat dan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana;
melaksanakan indentifikasi, analisis dan penyajian data sebagai bahan
penentuan kebijakan pengembangan dan operasional pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
berencana;
melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi,
koordinasi, konsultasi dan evaluasi ide,rtifikasi, analisis dan penyajian
data dan informasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana;
melaksanakan kegiatan dan. upaya identifikasi, analisis dan penyajian
data pemlrerdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana;
menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai identifikasi,
pengolahan dan penyajian data pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
melaksanal<an pengelolaan perpustakaan;
melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen teknologi
informasi:
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas sunuioang
Indentifikasi, Analisis dan Penyajian Data;
menyiapkan bahan laporan Bidang Teknologi repat Guna yang terkait
dengan tugas subbidang ldentifikasi, Anarisis dan penyajian-Dati; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang ldentifikasi, Analisis dan penyajian Data.

Bagian Ketujuh

Bidang Kesehatan Reproduksi

Pasal 27

Bidang Kesehatan Reproduksi merupakan Unit Kerja lini BpMp dan KB
dalam penyelenggaraan kesehatan reproCuksi.

Bidang Kesehatan Reproduksi dipimpin oreh seorang Kepata Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepaba Kepala Badan.

g.

h.

I.

t'

k.

t.

m.

(1)

(2)

Pasal 28

(1) Bidang Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan
peningkatan jaminan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dan
perlindungan hak-hak reproduksi sefta penanggulangan masalah kesehatan
reproduksi.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan Reproduksi;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan
Reproduksi;

c. penyusunan bahan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan jaminan
pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria dan perlindungan hak-hak
reproduksi seda penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan
kesehatan reproduksi;

e. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi, koordinasi dan evaluasi peningkatan jaminan pelayanan KB,
peningkatan partisipasi pria dan perlindungan hak-hak reproduksi serta
penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;

f. pelaksanaan kegiatan dan upaya pengembangan jaminan pelayanan
KB, peningkatan partisipasi pria dan perlindungan hak-hak repr6duksi
serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;

g. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang terkait dengan tugas dan lungsi Bidang
Kesehatan Reproduksi; dan

h. menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Kesehatan Reproduksi; dan

i. pelaporan dan pertanggungjawaban peraksanaan tugas dan fungsi
Bidang Kesehatan Reproduksi.

(1)

Pasal 29

Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga
Kerja Bidang Kesehatan Reproduksi dalam
keluarga berencana.

Berencana merupakan Satuan
pelaksanaan jaminan pelayanan

(2)

(3)

s_ubbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang
Kepala s.ubbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi.

Subbidang Jaminan Pelayanan KB mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Keiehatan Reproduksi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Kese.hatan Reproduksi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan bahan kebijakan teknis pelaksana-an peningkatan jaminan
pelayanan KB dan penanggulangan masarah kesehatan reprodu[<si;

d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pembinaan
jaminan pelayanan KB;

e. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi, koordinasi dan evaluasi peningkatan jaminan pelayanan KB

- d"! penanggulangan masalah kesehatan ieprodrit<si;f. melaksanakan kegiatan dan upaya pengembangan jaminan pelayanan
KB.dan penanggulangan masalah kesehatan repioduksi;g. melaksanakan pemasyarakatan jaminan pelayanan KB dan

. penanggulangan masalah kesehatan reprocJuksi;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengenai pelaksanaan

jaminan pelayanan keluarga berencana dan penanggulangan masalah
kesehatan reproduksi;



L

j.

k.

I
t.

menyiapkan pelaksanaan koordinasi jaminan pelayanan keluarga
berencana dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pelayanan jaminan
pelaksanaan KB dan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang Kesehatan
Reproduksi;
menyiapkan bahan laporan Bidang Kesehatan Reproduksi yang terkait
dengan tugas Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana.

m.

Pasal 30

(1) 9ubbidang Peningkatan Partisipasi Pria merupakan Satuan Kerja Bidang
Kesehatan Reproduksi dalam pelaksanaan peningkatan partisipasi pria.

(2) Subbidang Peningkatan Partisipasi Pria dipimpin oleh seorang Kepala
subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepadl Keirala
Bidang Kesehatan Reproduksi.

(3) Subbidang Peningkatan Partisipasi pria mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan Reproduksi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Kesehatan Reproduksi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan partisipasi
pria dalam Program KB;

d. menyusun pedo.man/p_etunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan peningkatan
partisipasi pria dalam Program KB;

e. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi, koordinasi dan evaluasi peningkatan partisipasi pria dalam
Program KB;

f. melaksanakan kegiatan dan upaya peningkatan partisipasi pria dalam
Program KB;

g. melaksanakan pemasyarakatan partisipasi pria dalam program KB;
h. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan ieknis mengenii peningkatan

partisipasi pria dalam Program KB;i. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai partisipaii pria dilam
Program Kts;j. menyiapkan. bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pembe.rdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan iugas Bidang K6sehatan
Reproduksi;

k. menyiapkan bahan laporan Bidang Kesehatan Reproduksi yang terkait
. dengan tugas Subbidang Peningkatan partisipasi pria; danL melaporkan 9rn" mempertanggungjawabkan peiaksanaan tugas

Subbidang Peningkatan partisipasi pria.

Pasal 31

(1) Subbidang Remaja dan Ferlindungan Hak Reproduksi merupakan Satuan
Kerj.a 

. 
Bidang, Kesehatan Reproduksi dalam pelaksanaan' remaja dan

perlindungan hak reproduksi.



(2) Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi dipimpin oleh
seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi.

(3) Subbidang Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi mempunyaitugas :

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan Reproduksi sesuai
dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang
Kesehatan Reproduksi sesuai dengan lingkup tugasnya;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Kesehatan
Reproduksi;

d. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan peningkatan partisipasi
remaja dan perlindungan hak reproduksi;

e. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan peningkatan
partisipasi remaja dan perlindungan hak reproduksi;

f. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan
konsultasi, koordinasi dan evaluasi peningkatan partisipasi remaja dan
perlindungan hak reproduksi;

g. melaksanakan kegiatan dan upaya peningkatan partisipasi remaja dan
perlindungan hak reproduksi;

h. melaksanakan pemasyarakatan partisipasi remaja dan pedindungan hak
reproduksi;

i. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis mengenai peningkatan
partisipasi remaja dan perlindungan hak reproduksi;j. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai partisipasi remajJdan
perlindungan hak reproduksi;

k. mengoordinasikal-penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidarrg Kesehatan Reproduksi; 

-

l. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungin anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang Kesehatan
Reproduksi;

m. menyiapkan bahan laporan Bidang Kesehatan Reproduksi yang terkait
dengan tugas subbidang Remaja dan perlindungan Hak Repioduksi;
dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Rernaja dan Perlindungan Hak Reproduksi.

Bagian Kedelapan

Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 32

Bidang Keluarga sejahtera merupakan Unit Kerja lini BpMp dan KB dalam
pelaksana{l pengembangan kesejahteraan keiuarga sebagai bagian dari
Program KB.

Bidang Keluarga sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kep-ada Kepala BadJn.

Pasal 33

(1) Bidang Keluarga Sejahteia mempunyai tugas melaksanakan advokasi dan
edukasi, pendampingan keluarga serta peningkatan kesejahteraan
akseptor.

a.

b.

c.

(1)

(2)



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Keluarga Sejahtera;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Keluarga
Sejahtera;

c. penyusunan kebijakan teknis pengembangan kesejahteraan keluarga
dalam rangka program KB;

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan advokasi
dan edukasi, pendampingan keluarga serta peningkatan kesejahteraan
akseptor;

e. pelaksanaan fasilitasi advokasi, edukasi, pendampingan keluarga, dan
peningkata n kesejahteraan akseptor;

f. pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasiritasi,
koordinasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan edukasi,
pendampingan keluarga serta peningkatan kesejahteraan akseptor;

g. penyusunan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan
keluarga berencana yang terkait dengan tugas dan fungsi Bidang
Keluarga Sejahtera;

h. menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Bidang Keluarga Sejahtera; dan

i. penyusunan laporan dan pertanggungjawaban peraksanaan tugas dan
fungsi Bidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 34

(1) subbidang Advokasi dan Edukasi merupakan satuan Kerja Bidang
Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan advokasi dan edukasi.

(2) Subbidang Advokasi dan Edukasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Keluarga Sejahtera.

(3) Subbidang Advokasi dan Edukasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPp.) Biciang Keruarga sejahtera sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Keluarga Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun kebijakan teknis pengembangan kesejahteraan keluarga
dalam rangka Program KB;

d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan advokasi
dan edukasi Program KB;

e. melalcsanakan advokasi dan edukasi program KB;
f. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi,

koordinasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan edukasi
Program KB;

g. melaksanakan evaluasi dan pengembangan pelaksanaan advokasi dan
edukasi program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan keluarga berencana;

h. mendokumentasikan hasil pelaksanaan advokasi dan edukasi program
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan keluarga
berencana;



k.

i.

melaksanakan publikasi kegiatan BPMP dan KB;
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang Keruarga
Sejahtera;
menyiapkan bahan laporan Bidang Keluarga sejahtera yang terkait
dengan tugas Subbidang Advokasi dan Eduxasi; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan subbidang Advokasi dan
Edrrkasi.

Pasal 35

(1) subbidang Pendampingan Keluarga merupakan Satuan Kerja Bidang
Keluarga sejahtera dalam pelaksanaan pendamping dan keluarga.

(2) Subbidang Pendampingan Keluarga
Subbidang yang berada di bawah dan
Bidang Keluarga Sejahtera.

dipimpin oleh seorang Kepala
bertanggung jawab kepada Kepala

(3) Subbidang Pendampingan Keluarga mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencarra Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Keluarga sejahtera sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen peraksanaan Anggaran (DpA) Bidang
Keluarga Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) Bidang Keluarga
Sejahtera;

d. menyusun kebijakan teknis pengembangan pelayanan pendampingan
keluarga dalam rangka program KB;

e. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan pelayanan
pendampingan pelaksanaan program KB;f. melaksanakan pendampingan pelaksanaan program KB;g. melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi,
koordinasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan pendampingan
Program KB;

h. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkandan memanfaatkan data dan informasi mengenai pelayanan
pendampingan pelaksanaan program KB;i. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Bidang Keluarga Sejahtera;j. menyiapkan bahan perumusan kebilakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perernpuan, perlindungin anat<
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang keluarga
Sejahtera;

k. menyiapkan bahan laporan Bidang Keluarga Sejahtera yang terkait
dengan tugas Subbidang pendampingan Keluarga; danl. melaporkan* dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Pendampingan Keluarga.

. Pasal 36

(1) s_ubbidang Kesejahteraan Akseptor merupakan satuan Kerja Bidang
Keluarga Seja htera dalam pen ingkata n kesejahteraan kel uarga a iseptor.



(2) Subbidang Kesejahteraan Akseptcr dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Keluarga Sejahtera.

(3) Subbidang Kesejahteraan Akseptor mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang l(eluarga Sejahtera sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Keluarga
Sejahtera sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun kebijakan teknis pengembangan kegiatan pembinaan keluarga
keseja hteraan akseptor;

d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/t-''etunjuk pelaksanaan kegiatan
pembinaa;r kesejahtei'aan akseptor;
melaksanakan pembinaan kesejahteraan akseptor;
melaksanakan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi,
koordinasi, konsultasi dan evaluasi pelaksanaan l<egiatan pembinaan
kesejahteraan akseptor;

g. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasi mengenai pelayanan kegiatan
pembinaa n kesejahteraan akseptor;

h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan
urusan pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak
dan keluarga berencana yang terkait dengan tugas Bidang Keluarga
Sejahtera;

i. menyiapkan bahan laporan Bidang Keluarga Sejahtera yang terkait
dengan tugas Subbidang Kesejahteraan Akseptor; danj. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbidang Kesejahteraan Akseptor.

Bagian Kesembilan

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi

Pasal 37

(1) Kantor PMP Kota Administrasi merupakan Unit Kerja lini BPMP dan KB
pada Kota Administrasi.

(2) Kantor PMP Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan, serta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 38

(1) Kantor PMP Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, perlindungarr anak serta pengelolaan teknologi
tepat guna pada lingkup wilayah Kota Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kantor pMp Kota
Administrasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor pMp Kota Administrasi;

e.
t
I



b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP Kota
Administrasi;

c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, perlindungan anak serta pengelolaan teknologi tepat guna
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, perlindungan anak serta pengelolaan teknologi tepat guna
pada lingkup wilayah Kota Administrasi;

e. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan
informasi pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan
anak serta pengelolaan teknologi tepat guna pada lingkup Kota
Administrasi;

f. pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat dalam
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak serta
pengelolaan teknologi tepat guna;

g. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana dan sarana kerja Kantor PMP Kota Administrasi;

h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Kantor
PMP Kota Administrasi;

i. penyusunan bahan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat,
perempuan dan perlindungan anak kota administrasi yang berkaitan
dengan tugas dan fungsi Kantor PMP Kota Administrasi;j. menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Kantor PMP Kota Administrasi; dan

k. p_elaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kantor PMP Kota Administrasi.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor
PMP Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, untuk
teknis dan administrasi disampaikan Kepala Kantor PMP Kota Administrasi
kepada Kepala BPMP dan KB dan untuk operasional disampaikan Kepala
Kantor kepada Walikota.

Pasal 39

(1) Kantor PMP Kota Administrasi terdiri dari :

Kepala Kantor;
Subbagian Tata Usaha;
Subbidang Bina Kemasyarakatan ;

Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Subbidang Teknologi Tepat Guna; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(2) subbagian dan setiap subbidang sebagainrana dimaksud pada ayat (1),
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan seorang Kepala Sunbidang
y"9ng berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Kantor.

Bagian Keseputuh

Kepala Kantor

Pasal 40

Kepala Kantor mempunyaitugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Kantor
PMP Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalarnpasal 38;



d.

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;
melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi
pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala
Kantor; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Kantor.

Pasal 41

merupakan Satuan Kerja Staf Kantor PMP Kota(1) Subbagian Tata Usaha
Administrasi.

(2) Subbagian Tata Usaha
berkedudukan di bawah

dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) kantor pMp Xota Administrasi sesuai
dengan lingkup tugasnya,
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantor pMp
Kota Administrasi sesuai dengan lingl<up tug-asnya;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantoi- pMp ' Kotd
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor pMp Kota Administrasi;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyuiat dan
kearsipan;
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana
kerja;
memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
melaksanakan publikasi kegiatan Kantor pMp Kota Administrasi;
mengoordinasikan -penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Kantor PMP Kota Administrasi;-
menyiapkan bahan laporan Kantor pMp Kota Administrasi yang terkait
dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
melaporkan dan 

. 
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.

Pasal 42

(1) Subbidang Bina Kemasyarakatan merupakan Satuan Kerja lini Kantor pMp
Kota Administrasi.

(2) Subbidang Bin.a Kemasyarakatan dipimpin oleh secrang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada repaia Kantor.

(3) Subbidang Bina Kemasyarakatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor pMp xota'Administrasi sesuai
derrgan lingkup tugasnya;

b.

d.

e.
f.

g.

h.
t.

j.

k.

t.



b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP
Kota Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP Kota
Administrasi;

d. melaksanakan berbagai kegiatan untuk menumbuhkan sikap dan
perilaku masyarakat;

e. melaksanakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat;

f. memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kelembagaan masyarakat;
g. melakukan pembinaan organisasi kemasyarakatan/agama/perempuan

dan pemuda;
h. melaksanakan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi, koordinasi

dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sikap perilaku, kelembagaan serta
pengembangan partisipasi masyarakat;
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Kantor PMP Kota Administrasi;
menyiapkan bafran laporan Kantor terkait dengan tugas dan fungsi
Subbidang Bina Kemasyarakatan; dan

k. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang Bina Kemasyarakatan.

Pasal 43

(1) Subbioang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan
Satuan Kerja lini Kantor PMP Kota Administrasi,

(2) Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin
oleh seorang Kepala subbidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP Kota Administrasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantor pMp Kota
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan rencana aksi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak pada lingkup kota administrasi;

d. melaksanakan berbagai kegiatan berkaitan dengan pencegahan kekerasan
dalam rumah tangga;

e. memfasilitasipenanggulangan perbudakar/perdagangan manusia (trafficking);
t. memfasilitasi pengembangan dan pemberdayaan organisasi perempuan;
g. melaksanakan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dan evaluasi

pemberdayaan/perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
h. menyiapkan bahan laporan Kantor terkait dengan tugas dan fungsi

Subbidang Pemberdayaan Perernpuan dan Perlindungan Anak; dan
i. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 44

(1) Subbidang Teknologi Tepat Guna merupakan Satuan Kerja lini Kantor PMP
Kota Administrasi.

t.

j.



(2) Subbidang Teknologi Tepat Guna dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Teknologi Tepat Guna mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP Kota Administrasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP Kota
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi data pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
berencana;

d. memfasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
e. memasyarakatkan penggunaan tehnologi tepat guna;
f. melaksanakan penyebarluasan informasi pemberdayaan masyarakat

dan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana berbasis
website;

g. melaksanakan monitoring, supervisi, fasiiitasi, koordinasi, konsultasi dan
evaluasi kegiatan pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat
guna;

h. menghimpun, mengolah, memelihara, menyajikan, mengembangkan
dan memanfaatkan data dan informasiteknologitepat guna;

i. mengelolaperpustakaan;
j menyiapkan bahan laporan Kantor terr<ait tugas dan fungsi Subbidang

Teknologi Tepat Guna; dan
k. membuat laporan dan pertanggungjarvaban pelaksanaan tugas dan

fungsi Subbidang Teknologi Tepat Guna.

Bagian Kesebelas

Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi

Pasal 45

(1) Kantor KB Kota Administrasi merupakan Unit Kerja lini BPMP dan KB pada
Kota Administrasi.

(2) Kantor KB Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan, serta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 46

(1) Kantor KB Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
pelayanan kesehatan reproduksi, pengembangan dan pelayanan keluarga
untuk mencapai keluarga sejahtera serta peningkatan kepedulian dan peran
serta masyarakat dalam Program KB pada lingkup wilayah Kota
Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kantor KB Kota
Administrasi mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB l(ota Administrasi;



d.

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota
Administrasi;

t.

koordinasi pelaksanaan pengelolaan pclayanan kesehatan reproduksi,
pengembangan dan pelayanan keluarga untuk mencapai keluarga
sejahtera serta peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat
dalam Program KB pada lingkup wilayah Kota Administrasi;
pelaksanaan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang pelayanan
keluarga berencana;
pelaksanaan dan peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi;
pelaksanaan dan peningkatan pelayanan keluarga sejahtera;
pelaksanaan dan peningkatan peran serta masyarakat;
pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan
informasi pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi, pengembangan
dan pelayanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera serta
peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KB;
penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan fierawatan
prasarana dan sarana kerja Kantor KB Kota Administrasi;
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Kantor
KB Kota Administrasi;
menyiapkan bahan laporan Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi
Kantor KB Kota Administrasi; dan
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Kantor KB Kota Administrasi.

e.
f.
g.
h.

k.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor
KB Kota Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hurif l, untuk
teknis dan administrasi disampaikan Kepala Kantor kg xota Administrasi
kepada Kepala BPMP dan KB dan untuk clperasional disampaikan Kepala
Kantor kepada Walikota.

Pasal 47

(1) Kantor KB Kota Administrasi, terdiri dari :

Kepala Kantor;
Subbagian Tata Usaha;
Subbidang Kesehatan Reproduksi;
Subbidang Keluarga Sejahtera;
Subbidang Peran Serta Masyarakat; dan
Subkelompok Jabatan Fungsional.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

(2) subbagian dan setiap subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan seorang Kepala Subbida;lg
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Keduabelas

Kepala Kantor

pasal 4g

Kepala Kantor mempunyai tugas :

a' memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor KB
Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam pJsal 46:



b.

c.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagiair, Subbidang dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;
melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Dacrah (UKPD) dan/atau instansi
pemerintahlswasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi K.epala
Kantor; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Kantor.

Pasal 49

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Kantor KB Kota
Administrasi.

(2) subbagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepara Kantor.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota Administrasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
pengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota Administrasi;
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB K.ota;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor:
melaksanakan publikasi kegiatan Kantor KB Kota;
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan,
dan akuntabilitas) Kantor KB Kota;

b.

c.

d.

e.
t.
g.
h.
i.
j. kinerja, kegiatan

k. menyiapkan bahan laporan Kantor KB Kota yang terkait dengan tugas
Subbagian Tata Usaha; dan

l. melaporkan dan mempeftanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Tata Usaha.

Pasal 50

(1) gubbidang Kesehatan Reproduksi merupakan Satuan Kerja lini Kantor KB
Kota Administrasi.

(2) Subbidang Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(3) Subbidang Kesehatan Reproduksi mempr:nyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota Administrasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. memfasilitasi terselgnggara pelayanan KB berkualitas untuk
meningkatkan derajat kesertaan ber-KB masyarakat;



d.
e.
f.

g.
h.

i.
j.
k.

memfasilitasi pelayanan KB melalui mobil Unit Pelayanan KB keliling;
meningkatkan akses dan jaminarr pelayanan KB bagi keluarga miskin;
memfasilitasi tercapainya standar pelayanan KB bermutu untuk
menghindari terjadinya faktor penyulit;
melakukan pembinaan kelompok paguyuban KB pria;
meningkatkan kesertaan ber-KB kaum pria sebagai pengguna alat dan
obat kontrasepsi;
meningkatkan pelayanan KIE melalui PIK KRR;
melaksanakan sosialisasi berkaitan hak-hak reproduksi;
melaksanakan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi, koordinasi
dan evaluasi peningkatan jaminan peiayanan KB, peningkatan partisipasi
pria dan pedindungan hak-hak reproduksi serta penanggulangan masalah
kesehatan reproduksi;

l. menyiapkan bahan laporan Kantor terkait tugas dan fungsi Subbidang
Kesehatan Reproduksi; dan

m. membuat laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang Kesehatan Reproduksi.

Pasal 51

(1) Subbidang Keluarga Sejahtera merupakan Satuan Kerja lini Kantor KB Kota
Administrasi.

(2) Subbidang Ke_luarga. Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Kantor.

(3) Subbidang Keluarga Sejahtera mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota Adniinistrasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota Administrasi;'

d. melaksanakan pembinaan keluarga yang memiliki balita melalui
pengembangan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB);

e. melaksanakan peningkatan derajat kesejahteraan keluarga melalui
pengembaryll kelompok Usaha peningkatan pendapatan Keluarga
Akseptor (UPPKA);

f. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kemasyarakatan melalui Posyandu;g. memfasilitasi pemaduan pelayanan BKB PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini) dan Posyandu

h. memfasilitasi terselenggaranya pendampirrg kelompok kelompok kegiatan;i. melaksanakan monitoring, supervisi, fasilitasi, koordinasi, kotsultasi
dan evaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga serta peningkatan
kesejahteraa n a kseptor;j. mengoordinasikan penyusunan raporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Kantor KB Kota Administrasi;

k. yqnyjapkan-bahan laporan Kantor terkait dengan tugas dan fungsi
Subbidang Keluarga Sejahtera; dan

l. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang Keluarga Sejahtera.

Pasal 52

(1) Subbidang Peran Serta Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Kantor KB
Kota Administrasi.



(2) Subbidang Peran serta Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berada di bawah dan benanggung jawab kepada Kepala
Kantor.

(3) Subbidang Peran Serta Masyarakat mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor l(B Kota'Administrasi sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b' melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor KB Kota
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. memfasilitasi pelaksanaan pendataan keluarga;
d. melaksanakan identifikasi, analisisis dan 

-penyajian data berkaitan
dengan Program KB dan KS;

e. melaksanakan advokasi dan edukasi untuk memantapkan penerimaan
norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera;f. melakukan publikasi dan k-ehumasan program KB dan KS pada lingkup
Kota Administrasi;

g. memfasililqsi terselenggaranya pelayanan KB momentum bersama
den_gan TNr, poLRr, organisasi kemasyarakatan, p"r"rnpr"n dan
profesi;

h. melaksanakan monitoring, supervisi, fasilitasi, koordinasi, konsultasi dan
evaluasi pelaksanaan kegiatan informasi data, advokasi dan edukasi
serta peningkatan peran serta masyarakat;i. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen/teknologi
informasi;

j. le.nyiapkal bahan laporan Kantor terkait dengan tugas dan fungsi
Subbidang peran Serta Masyarakat; dank. menyusun, ra.poran dan ^pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi Subbidang peran Serta tvtlsyaiitat.

Bagian Ketigabelas

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan, dan Keluarga Berencana
Kabupaten Adrn inistrasi

Pasal 53

(1) Kantor PMP dan KB.Kabupaten Administrasi merupakan Unit Kerja BpM
dan KB pada l(abupaten Administrasi. -."- ' --'J-

(2) Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang KepalaKantor yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di baivan oan
bertanggung jawab kepada Kepara Badan, r"rt" secara o[erisionat
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 54

(1) Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi mempunyaitugas melaksanakanurusan pemberdayaan masyarakat dan perempuin, plrlindungan anakserta pembinaa.n dan pengembangan keiuarga berencana pada lingkup
wilayah Kabupaten Administrasi:

(2) untuk melaksanakan.tugas sebagaimana pada ayat (1), Kantor pMp danKB Kabupaten Administrbsi mempirrryai fungsi : '

a. penyusunan Rencana ttgll dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DpA) Kantoi- pMp 'dan' KB Kabupaten
Administrasi:



b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantor pMp dan
KB Kabupaten Administrasi ;c' pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat

. 9rn perempuan, perrindungan anak oii ketuarga bereniana;d. fasilitasi pemberdayaan masyqlak.qt dan perempuan, perlindungan anakdan kelua.rga berencana pada lingkup wiliyah Kabupaten RJmiiistrasi;e' pengoordinasian pelaksanaan kegiaian pemberdayaan r".v"r"r."t danperempuan, perlindungan anak, pembinaan dan pengembang"an keluargaberencana pada.lingkup wirayah' Kabupaten Aominisi;;i- 
v*" "

f' penyuluhan, sosialiiasi dan internalisasi norma keluarga berencana dansejahtera pada ringkup wirayah Kabupaten AdministrasT;g. pengumpulan, 
. pengolahan dan penyajian data dan informasipermasalahan dan potensi pemberday""n ,"ryurakat dan p"r"*pu"n,perlindungan anak dan keruarga n.r"n."nu pada ringkup wirayahKabupaten Administrasi:

h' penyelenggaraan 
.kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan

masyarakat kelurahan Kantor pMp dan KB Kabupaten Administrasi;i' fasilitasi, pembinaan dan pengembang"ri pemanfaatan tet<notogi tepatguna; ' J

j' penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatanprasarana dan sarana kerja pada ringkup wirayah KabupatenAdministrasi :

k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan pada
, lingkup wilayah Kabupaten Adminiitrari; ..lrn " 

vs' r '\v(srqqoo' 'clcll
l. pelaporan, d"l pert'anggunglawaban p"Lt r"nran tugas dan fungsipada lin gkup witaya h Xa-Uupaibn Adm in istrasi.

(3) Pelaporan dan,-p,ertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi KantorPMP dan KB Kabupaten nlministrasi ;b"*;;na dimaksud pada ayat(2) huruf l, untuk teknis dan administraii o[""rp"iLan Kepala Kantor pMpdan KB Kabupaten Administrasi kepadi x"p"ir epMp dan KB dan untukoperasiona I d isampa ikan Kepara Kantor t<epJoabupati.

pasal SS

(1) Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi terdiri dari :

a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Subbidanq pemberdayaan Masyarakat dan perempuan;d Subbidan! rerayanan'K;il;;g" Berencana; dane. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) subbagian dan setiap subbidang.sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oteh seorang Kepara sriunagi-;-d; ."Jr"ng Kepara subbidang

[??1o1"*edudukan 
di bawah oan'-nerta;ss*s iad"o 

-l"puJJr*par"

Bagian Keempatbelas

Kepala Kantor

pasal 56

Kepala Kantor mempunyai tugas , ...,

a' m-e-mimpin dan, mengoo-rdinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi KantorPMP dan KB Kabupaten Administrasi iebag"ilinl dimaksud dalam pasat 59:



b.

c.

mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Subbidang dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;
melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi
pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala
Kantor: dan
melaporkan dan mempeftanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Kepala Kantor.

d.

Pasal 57

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Kantor PMP dan KB
Kabupaten Admi nistrasi.

(2) subbagian Tata usaha dipimpin oleh se<.rrang Kepara subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala K-antor.

(3) Subbagian Tata Usaha mcmpunyai tugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor -prrrp dan KB Kabupaten
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantor pMp
dan KB Kabupaten Aciministrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan .penyusunan Rencana Kerja dan Anggaian (RKA)
dan Dokr-rmen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantor PMp oah KB
Kabupaten Adm inistrasi;

d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan
Anggarair (DPA) Kantcr PMP dan KB Kabupaten Administrasi;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
melaksanakan pengelolaan keuangan;
melaksanakan pengelolaan barang;
melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan- ketertiban kantor:
melaksanakan pengelolaan ruang rapaupertemuan Kantor pMp dan
KB Kabupaten Administrasi ;l. melaksanakan upacara dan l<eprotokolan Kantor PMP dan KB Kabupaten
Administrasi:

m. menyiapkan bahan laporan Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi
yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha;

n. mengoordina.sikan -penyujrylan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja
dan akuntabilitas) Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian
Tata Usaha.

Pasal 58

(1) Sublidang-Pemberdayaan Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Kantor
PMP dan KB Kabupaten Administrasi.

(2) subbidang Pemberdayaal'r Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
Subbidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kejada
Kepala Kantor.

(3) subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan mempunyaitugas :

a. me.nyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantor -FNtp dan ks Kabupaten
Administrasi sesuai dengan lingkup tr.rgasnya;

e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.



melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP
dan KB Kabupaten Adrninistrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP dan KB
Kabupaten Administrasi;
memfasiiitasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan masyarakat dalam
kerangka peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
melaksanakan rencana aksi pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak:
memfasilitasi terselenggaranya penanggulangan tindak kekerasan dalam
rumah tangga;
memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
mengendalikan pelaksanaan pengembangan bina kemasyarakatan;
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak,
pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
mendokumentasikan hasil pelaksanaan pengembangan bina
kemasyarakatan;
pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak,
pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
pada lingkup Kabupaten Administrasi;
mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas) Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi;
menyiapkan bahan laporan Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi
yang terkait dengan tugas subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Pasal 59

(1) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana merupakan Satuan Kerja lini
Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi.

(2) subbidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala
subbidang yang berkedudukan di bawah dan ber"tanggung jawa-b kepada
Kepala Kantor.

(3) Subbidang Pelayanan Keluarga Berencana mempunyaitugas :

menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor PMP dan KB Kabupaten
Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Kantor pMp
dan KB Kabupaten Administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
melaksanakan peningkatan akses dan jaminan pelayanan KB;
melakukan advokasi, edukasi dan sosialisasi program KB dan KS;
melakukan pembinaan ketahanan keluarga melalui kerompok Bina
Keluarga Balita (BKB);
memfasilitasi peningkatan derajat kesejahteraan keluarga melalui
kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor;
melakukan pendataan keluarga;
melakukan pembinaan kelompok paguyuban KB pria;
meningkatkan cakupan pelayanan KIE plK KRR;
menyelenggarakan Pelayanan KB momentum bersama dengan sektor
terkait;

b.

d.

e.

f.

n.

g.
h.
i.

j.

k.

a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.
h.
i.
j.

k, mengendalikan pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;



L mendokurnentasikan hasil pelaksanaan pelayanan keluarga berencana,
peningkatan partisipasi pria, perlindungan hak-hak reproduksi, advokas.
dan edukasi, pendampingan keluarga serta peningkatan kesejahteraan
akseptor;

m. menyiapkan bahan laporan Kantor PMP dan KB Kabupaten Administrasi
yang terakit dengan tugas subbidang Pelayanan Keluarga Berencana,
dan

n. melaporkan dan menyampaikan pelaksanaan tugas subbidang pelayanan
Keluarga Berencana"

Bagian Kelimabelas

Seksi pengendali program Lapangan Keluarga
Berencana Kecamatan

Pasai 60

(1) Di Kecamatan Kota Administrasi tertentu dapat dibentuk Seksi Ketuarga
Berencana dengan sebutan ppLKB Kecamatan.

(2) PPLKB Kecamatan merupakan Unit Kerja BpMp dan KB yang berada di
bawah dan berkoordinasi dengan Kantor kg xota Administrasi.

(3) PPLKB Kecamatan dipimpin oleh sorang Kepala Seksi yang secara teknis
dan administrasi berkedudukan di Oawin dan bertanggung1a*ab kepada
Kepala Kantor KB Kota Administrasi dan secara operasionaiberkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada camat yang bersarrgkutan.

Pasal 61

PPLKB Kecamatan mempunyaitugas :

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Ang$aran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) ppLKB Kecamatan:

b. melaksanakan Dokumen pelaksanaan Anggaran (DpA) ppLKB Kecamatan;c. melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi, pengembangan dan
pelayanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahteia j"rt" p"iingkatan
kepedulian dan peran serta masyarakat cjalam frogram KB pada lingkup
Kecamatan;

d. mengoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi, pengembangan
dan pelayanan keluarga untuk mencapai l<eluarga sejahtera serta ieningkalankepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KB pada lingkup
Kecamatan;

e. mengelola dan menyajikan data kesehatan reproduksi, pengembangan dan
pelayanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera r"-rt" p"ningkatan
kepedulian dan peran serta masyarakat daiam program KB pada lingkup
Kecamatan;

f- mendokumentasikan hasil pelayanan kesehatan reproduksi, pengembangan
dan pelayanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera serta f,eningkalankepedulian dan peran serta masyarakat dalam program KB pada lingkup
Kecamatan;

g. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatanpelayanan keluarga untuk mencapai keluarga sejahtera serta peningkatan
kepedulian dan peran serh masyarakat da-iam frogrurn KB pada lingkup
Kecamatan;



h. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja pada PPI.KB Kecamatan;
melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan
pada PPLKB Kecamatan;
melaksanakan, memfasilitasi, memonitoring dan mengoordinasikan pelaksanaan

kegiatan bina kemasyarakatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak dan teknologi tepat guna di lingkup Kecamatan;
menyiapkan bahan laporan Kantor KB Kota Administrasi yang terkait dengan
tugas PPLKB Kecamatan; dan
melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas PPLKB
Kecamatan.

Bagian Keenambelas

Penyuluh Keluarga Berencana

Pasal 62

Di setiap Kelurahan dapat ditugaskan Pejabat Fungsional dengan sebutan
Penyuluh Keluarga Berencana yang disingkat PKB.

PKB adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Kepala Kantor KB
untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan
pengembangan serta pelaporan program keluarga berencana.

PKB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PPLKB
Kecamatan.

Dalam pelaksanaan PKB dikoordinasikan oleh Lurah.

Pasal 63

PKB mempunyaitugas :

a. melaksanakan pendataan dalam rangka pengumpulan data basis program;
b. membuat peta operasional institusi masyarakat, organisasi non pemerintah

dan lembaga kemasyarakatan pada tingkat Kelurahan;
c. melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KlE) kepada masyarakat

secara perorangan dan kelompok;
d. melakukan fasilitasi kepada kader;
e. menyalurkan alat dan obat kontrasepsi pada seluruh sarana pelayanan KB di

tingkat kelurahan;
l. mengumpulkan data pelayanan KB di klinik;
g. menyiapkan prasarana dan sarana pelayanan dalam kegiatan Tim KB

KelilingiPosyandu;
h. melakukan pendampingan individu dan keluarga rnelalui kelompok-kelompok

kegiatan;
i. menyusun laporan pelay'anan terpadu (Bina Keluarga dan Kelompok

Ekonomi Produktif Keluarga);
j. melakukan pembinaan generasi muda dalam rangka mengoptimalkan

kesehatan reproduksi remaja;
k. menyiapkan bahan laporan PPLKB Kecamatan yang terkait dengan

pelaksanaan tugas PKB ditingkat Kelurahan;
l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas PKB di

tingkat Kelurahan.

k.

t.

(1)

(2)

(3)

(4)



Bagian Ketujuhbelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 64

(1) Untuk melaksanakan fungsi dukungan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat perempuan dan keluarga berencana, BPMP dan KB dapat
mempunyai Unit Pelaksana Teknis.

(2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapanbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 65

(1) BPMP dan KB dapat mempunyai Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural
BPMP dan KB.

Pasal 66

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Badan
dan Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Unit Pelaksana Teknis
yang ditetapkan oleh Kepala BPMP dan KB.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkeiompok Jabatan Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua
Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
yang berkedudukan di bawah Kepala BPMP dan KB"

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala BPMP dan KB dari pejabat yang dihormati di
kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan,
keahlian dan integritas) yang dimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada BPMP dan KB
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 67

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPMP dan KB wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



(2) Kepala BPMP dan KB mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah
(UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi
BPMP dan KB.

Pasal 68

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbagian, Kepala Subbidang dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada
BPMP dan KB dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas
dan efisiensi.

Pasal 69

(1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbagian, Kepala Subbidang, dan Ketua l(elompok Jabatan Fungsional
pada BPMP dan KB wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan,
memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas,
membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

(2) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbagian, Kepala Subbidang, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pegawai pada BPMP dan KB wajib mengikuti dan mematuhi perintah
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 70

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbagian, Kepala Subbidang, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada
BPMP dan KB wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan
apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 71

(1) Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala
Subbagian, Kepala Subbidang, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pegawai pada BPMP dan KB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan
tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengarr kewenangan masing-masing.

Pasal 72

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap BKD.



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 17

Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan peraiuran Gubernur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

peraturan Gubernur ini dengan penempatinnya dalam Berita Daerah Provinsi

Daerah Khusus lbukota Jakarta'

Ditetapkan di Jakarta
pada tarrggal 27 Juli 2009

GUBERNUR PR NSI DAERAH KHUSUS
IBU A JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 5 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAEMH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2OO9 NOMOR 1i9

IBUKOTA JAKARTA,



NOmOf LLv Inllull 4vvJ

ranssar 2l Juli 2009

BAGAN SI.ISUNAN ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN

PEREMPUAN, DAN KELUARGA BERENCAI'IA

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUBAI,GIAN

SUBBIDANG
PEMBERDAYAAN

SUBBIDANG
PENINGKATAN

PARTISIPASI PRIA

SUBBIDANG
REI!4AJA DAN

PERLINDUNGAN HAX
REPRODUKSI

.-"TU88IDANG

BlNA

KANTOR
KELUARGA

BERENCANA
KOTA ADMINISTRASI

trNTOR
PEMBERDAYMN

MASYAMKAT & PE.
REMPUAN KOTA ADM

PEMBEROAYAAN
MASYARAGI P€REMPUA!
SN KELUARGA BENENCANA
UBUPAIEN AOMIN STRNI

SUAAAGIAN
TATA USAHA

SUAAIDANG
EMBERDAYAAN I I suBBrDANc

I IPETAYANAN 
KB

,t

SUBKELOMPOK
IABATAN FUNGSIONA

KELOMPOK
FUNGSION/

NSI DAERAH KHUSUS


